il TER #ELAM AN
HERLILLIC IHMOMESEA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 178/ PMK.011/2007

TENTANG

PA]AK PERTAMBAHAN NILAT DITANGGUNG PEMERINTAH & I'AS IMPOR BARANG
UNTUK EECIATAN USAHA EKSPLORAS] HULTU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

MENTERI KEUANGAN,

henimbang . a bahwa dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak dan gas bumi
(migas) serka panas bumi perlu memberikan insentil fiskal kepada keglalan
eksplorast hulu migas dan pamas bumi;

b. bahwa berdasarkan perlimbangan schagaimana dimaksud pada huruf a dan
dalam rangka melaksanakan ketmtuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor
45 Talwn 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2008, perlu menetapkan Peraturan Menkeri Keuangan tentang Pajak
Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan
Usaha Blesplorasi Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentng Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indunesia Nomor $288);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanp Perbendahamaan Negara
(Lembaran Mugara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan
| embaran MNegara Republik Indonesia Nomor 43535);

3. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2007 wntang Anggaran Pendapatan .dan
Belanja Megara (APEN) Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 MNomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778 );

4, Kuputusan Fresiden Nomor 20/ P Tahun 2005

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan . TERATURAN MENTER] KEUANGAN TENTANG PAJAK TERTAMBAHAN
NILAT DITANGGUNG TEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNIUK
KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN CAS BUMI SERTA
FPAMAS BITMI
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kenangan ini yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan
Nilai Ditanggung Pemerintah adalah Pajak Pertamlsaban MNilad terutang yang
dibayar oleh Pemerinth dengan pagn anggaran berdasarkan Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Momer 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
MNegara (APBN) Tabun 2008.

Pasal 2

(1} Pajak Pertambahan Milai terutang atas impor barang yang dipergunakan unink
kegiatan uszha eksplorasi oleh Penpuszha hulu miges dan panas bumd
ditenggung Pemerintal,

(2} Pajek Pertambabhan Milai ditangeung Pemerintah sebagaimana dimaksnd pada
ayat (1} diberikan terhadap barang yang nysta-nyala dipergunakan untuk
kegiatan usaha eksplorasi di bidang hulu migas dan panas bumi dengan
ketumtuan sebagai berikut

a. barang tersebul belum dapal diproduksi di dalam negert;

b, barang tersebut sudah diproduksi di dalam neper namun belum
memenuhi spesifikasi yang dibulubkan; atau

. barang lersebut sudah diproduksi di dalam neger namun jumlabnya belum
mencukupi kebuhihan industri,

(3] Eksplorasi di bidang hmlu migacs sebamnimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengeanai kondisi gealogi uniuk
menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumd di
wilayah yang ditendukan.

{4) Eksplorasi di bidang panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
rangkalan keglatan yang meliput penyvelidikan geologd, geofisika, geokimia,
pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang berlujuan wntuk
memperoleh dan menambah informasi kondisi geologl bawah permukaan guna
menemukan dan mendapatkan perkiraan potensi panas bumi.

Pasal 3

FPengnsaha sebagaimana dimakesud dalam Pasal 2 ayat (1) meliput:
a. Pengusaha di bidang hulu migas vang mengikat kontrak kerjasama dengan
Pemerintah Republik Indonesia setelah berlakunys Undang-Undang Momor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bund;

b. Pengusaha di bidang panas bumi yang telah mengikat kontrak dengan
Pemerintah Republik Indonesia alau mendapal Izin Usaha Perlambangan
panas bumi setelah tanggal 31 Desember 1994, atau pengusaha di bidang panas
bruimnid - yang mendapathon  penugasan untuk melakukan surved pcrﬂahulum
dari Pemeriniah Kepublik Indonesia.
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Tasal 4

Barang schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah barang-barang yang
tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Tmpor yang telah mendapatkan nomor
pendaftaran dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal alau Kantaor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal 1 Jamuari
2008.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5

Permohonan untik mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai ditsnggung
Pemerintah atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan eksplorasi di
bidang hulu migss sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3} disjukan
kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampir dengan Rencana Impor
Baranig (RIB) untuk kebutihan daiam 12 (duoa belas) bulan yang telah disetujui
dan ditandasahkan olull Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral, memperhatikan ketentuan sebagaimana
dimaksud daliun Pasal 2 ayat(2).

Permohonen untik mendapatkan Pajak  Pertambahan Nilai  ditanggung
Pemerintah atus lmpor barang yang dipergumakan untuk kegiatan eksplorasi di
bidang panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat () diajukan
kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukal dilampiri dengan Fencana Lmpor
Barang (RIB) untuk kebutuhan dalam 12 (dua balas) butlan yang telal disetujui
dan ditaundasahkan oleh Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bomi,
Departemen Energl dan Sumber Daya Mineral, memperhatikan ketentuan
sehagaimana dimaksud dalon Pasal 2 ayat (Z).

RIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) paling sedikit memuat
vlemen data sebayad berlkut:

a. Nomor dan Tanggal BIB;

b. Mama Perusahaan Kontraktor;
Momor Pokok Wajib Pajak (NPWE);
d. Alamat;

e. Dasar Kontrak;

f. Wilayah Kontrak;

g Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tempat Pemasulan Barang;
h Pos Tarif;
i
i

e
i

. Uraian Barang;

v Jumlah/Satean Barang;

k Perkiraan Harga/MNilad Impor;
L. Jenis Kegiatan (eksplorasi atou ekaploitasi);
m. Fimpinan Perusahaan Kontrakfor.,

Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2) dinjuban
bersama-sama dalam 1 (sabu} RIB dengan pengajuan permohonan pembebasan
bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menterl Keuangan Nomor
177/ PMEL011/ 2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impaor Barang untuk
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bund serta Panas Buud.
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Fasal &

(1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana
dimakaud dalem Pasal 5, selanjunya membububkan cap *FPN DITANGGUNG
PEMERINTAH EKS PME-L7S/PMEAOL/2007  pada semua  lembar
Famberitahuan Pabean Impar dan Surat Setoran Pajak.

(7) Salinan RIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan kepada:

a, Dircktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral dan Kepala BP MIGAS untuk bidang usaha hulu migas; dan

b. Dircktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemon Energl
dan Sumber Daya Mineral untuk bidang usaha panas buml.

(3) Direktur Jenderal Bea dan Cukei menyampaikan Daftar Jumlah Fajak
Ditanggung Pemerintah setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Pajak paling
Iambat akhir bulan berikuinya setelah berakhimya trivwulain,

{4) Dirckiur Jenderal Pajak, berdasarken dokumen sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) mengajukan permintaan kepada Dircktur Jenderal Anggaran unbuk
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPW) Nihil.

Pasal 7

Pajak Pertambahan Nilai Difangging Pemerintah schagaimana dimaksud dalam
Fasal 1 tidak dapat direimburse dan dibiayakan oleh Pengusaha.

Pasal 8

Direktur Jenderal Anggaran, Direklur Jenderal Pajak, Direktur Jerdleral Bea dan
Cukai, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan diinsiruksikan untuk melaksanakan
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

FPasal 9

Peratiran Menteri Kenangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampad
denpgan tangyal 31 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangen ini dengan penempatmya dalam Berita MNegara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangzal 28 Desember 2007

M MENTERT KEUANGAN,

et

SEI MULYANI INDREAWATI



